Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek

hukum

Anak Sekolah Dapat BLT Rp3,4, Juta, Ini Syaratnya

Singgalang, Pemerintah tahun ini secara resmi telah meluncurkan bantuan sosial (bansos)
kepada masyarakat. Mulai tahun ini anak sekolah memperoleh dana Bantuan Langsung Tunai
(BLT) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dengan total mencapai Rp3,4 juta setahun.
Rinciannya bagi siswa SD/MI/Sederajat sebesar Rp900.000 setahun atau Rp75.000 per
bulan, SMP/MTs/Sederajat Rp1,5 juta setahun atau Rp125.000 per bulan dan SMA/MA/Sederajat
Rp2 juta setahun atau Rp166.000 per bulan. “Diharapkan melalui bantuan ini, keluarga penerima
manfaat dapat memiliki akses pendidikan yang lebih baik,” tutur Menteri Sosial Tri Rismaharini.
PKH sendiri merupakan program pemberian bantuan sosial masyarakat keluarga miskin
yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat atau dalam istilah kerennya sering disebut
Conditional Cash Transfer (CCT) atau BLT. Bantuan PKH tersebut diberikan dalam kurun waktu
satu tahun dengan 4 kali masa pencairan di mulai Januari, April, Juli dan Oktober. BLT bisa
diambil di Bank BUMN yang telah ditunjuk pemerintah di antaranya BRI, Mandiri, BNI dan BTN.
BLT bagi para pelajar tersebut disalurkan dalam kurun waktu satu tahun dengan 4 kali masa
pencairan di mulai Januari, April, Juli dan Oktober. BLT bisa diambil di Bank BUMN yang telah
ditunjuk pemerintah di antaranya BRI, Mandiri, BNI dan BTN. Namun sebelum mengambil ada
syarat yang harus dipenuhi. Nah, bagaimana cara mendapatkannya bisa disimak sebagai berikut:
e Supaya bisa mendapatkan BLT pelajar orang tua murid harus memiliki Kartu Indonesia Pintar
(KIP).

e Penerima KIP harus terdaftar di lembaga pendidikan formal (SD/SMP/SMA/SMK) dan non
formal (PKBM/SKB/LKP) di daerah masing-masing.

e Penerima KIP juga harus terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) lembaga pendidikan.

e Bagi keluarga yang tidak memiliki KIP tetap berhak mendapatkan BLT dengan melakukan
pendaftaran dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) ke lembaga dinas pendidikan
terdekat.

Sumber Berita: Singgalang, 11 Januari 2021




Catatan Berita :

» Program Keluarga Harapan (PKH) diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun
2018.

» Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian
bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar
dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi
Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

» PKH bertujuan:

a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan
pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;

b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;

c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam
mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;

d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan;

e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima
Manfaat.

» Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar
dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan,
pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial.

» Kriteria komponen pendidikan meliputi:

a. anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;

b. anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;

c. anak sekolah menengah atas/madrasah aliyah atau sederajat; dan

d. anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan
wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

» Keluarga Penerima Manfaat PKH berkewajiban untuk mengikuti kegiatan belajar dengan
tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi

anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.



» Komponen pendidikan harus mengikuti kegiatan belajar dengan fasilitas pendidikan yang ada

baik sekolah biasa, sekolah kampung, pendidikan keluarga, pesantren, sekolah minggu, kursus,

maupun belajar keterampilan bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

» Apabila Keluarga Penerima Manfaat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dikenakan sanksi. Sanksi sebagaimana

dimaksud berupa penangguhan atau penghentian Bantuan Sosial PKH.

» Mekanisme pelaksanaan PKH dilaksanakan dengan tahapan:

perencanaan;

a.
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penetapan calon peserta PKH;

Validasi data calon penerima manfaat PKH;

penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH;

penyaluran Bantuan Sosial PKH;

pendampingan PKH;

Peningkatan Kemampuan Keluarga;

Verifikasi komitmen Keluarga Penerima Manfaat PKH,;
Pemutakhiran Data Keluarga Penerima Manfaat PKH; dan

Transformasi Kepesertaan PKH.

» Bupati/wali kota melalui kepala dinas sosial daerah kabupaten/kota menyampaikan laporan

pelaksanaan PKH di daerah kabupaten/kota kepada gubernur. Gubernur melalui kepala dinas

sosial daerah provinsi menyampaikan laporan pelaksanaan PKH di daerah provinsi kepada tim

koordinasi nasional PKH.



